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BERBAGI PAKAI DATA PRODUK KEBIJAKAN 

SATU PETA MELALUI GEOPORTAL KSP

3

Capaian Pembagian

Akun Geoportal KSP

Sudah Menerima Akun Geoportal KSP

Belum Menerima Akun Geoportal KSP

* Update Agustus 2022

• IGT Hasil Integrasi PKSP sejak diluncurkannya Geoportal KSP pada tahun 2018 telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai Program/ Kebijakan Nasional

berbasis spasial.

• Diperlukan percepatan penyederhanaan salah satunya dengan pengaturan bukti mandat oleh Menteri/Kepala Lembaga; Gubernur; dan Bupati/Walikota pemilik akses untuk

mendorong perluasan pemanfaatan hasil Kebijakan Satu Peta

Ketentuan Berbagi Pakai Data KSP

01

Tentang

Kewenangan

Akses untuk

Berbagi Data dan

IG melalui JIGN 

Keputusan
Presiden No. 

20 Tahun 2018 

02

Tentang

Kewenangan

Akses Berbagi

Data dan IG 

melalui JIGN 

Permenko
Perekonomian

No. 6 Tahun
2018 

03

Tentang Tata 

Kelola Berbagi

Data dan IG 

melalui JIGN

Permenko
Perekonomian
No. 7 Tahun

2018 
Bupati/Walikota

514

448

Menteri/Pimpinan
Lembaga

66

30

36
66

34

1

Gubernur

33
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CAPAIAN PELAKSANAAN SINKRONISASI
PENETAPAN PITTI TATAKAN & PITTI PERIZINAN PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN 

HUTAN

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

77.365.141 ha

*) PITTI Ketidaksesuaian Tatakan untuk 34 Provinsi telah ditetapkan melalui Keputusan Menko Bidang
Perekonomian No. 222 – 255 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian
Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan.

**) PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan untuk 34 Provinsi telah
ditetapkan melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. 641 tentang Peta Indikatif Tumpang
Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan.

Luas Ketidaksesuaian

± 4.724.923 Ha

PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan (Tatakan) * PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan**

Luas Ketidaksesuaian

± 43.492.642 Ha

Kepmenko Ekon Nomor 164 Tahun 2021

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Kepmenko Ekon Nomor 222-255 Tahun 2021



© Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

@perekonomianri / @satupeta.id Kebijakan.satupeta@gmail.comwww.ekon.go.id / www.satupeta.go.id

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN

5

CAPAIAN PELAKSANAAN SINKRONISASI
PENETAPAN PITTI HGU DAN TUTUPAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN SERTA 

PITTI PERIZINAN PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) Hak Guna Usaha Dan Tutupan 

Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan 
PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan dalam Kawasan Hutan

di Provinsi Kalimantan Tengah

Kepmenko Ekon Nomor 133 Tahun 2022

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta

Tipologi Tumpang Tindih Luas (ha)

1. HGU dengan Tutupan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan 313.188

2) HGU dengan Tutupan Non Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan 201.115

3) Tutupan Kelapa Sawit Non HGU dalam Kawasan Hutan 2.909.162

Tipologi
Luas 
(Ha)

Perizinan bidang Perkebunan 

lengkap di dalam Kawasan
Hutan

211.304

Perizinan bidang

Perkebunan tidak lengkap di 
dalam Kawasan Hutan

1.167.601

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2022

Data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) terbatas di Provinsi

Kalimantan Tengah, sehingga rancangan PITTI Ketidaksesuaian Perizinan

Perkebunan belum dapat dilaksanakan dalam cakupan Nasional.

IGT Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) perlu segera

diintegrasikan secara Nasional atas dasar amanat Perpres No. 23 Tahun 2021

dan PP No. 43 Tahun 2021

Kepmenko Ekon Nomor 134 Tahun 2022
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PENTINGNYA MELANJUTKAN PELAKSANAAN

PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

Penyelesaian ketidaksesuaian

atau tumpang tindih

pemanfaatan lahan masih

memerlukan tindak lanjut

Pemutakhiran Peta Tematik

perlu dilakukan secara

berkelanjutan agar dapat

terus memotret dinamika

pembangunan nasional

Perlunya meningkatkan

kualitas peta tematik melalui

Satu Peta sehingga dapat

diakses oleh publik

Penambahan IGT dalam Satu 

Peta diperlukan untuk

memperluas pemanfaatan

data dan cakupan

penyelesaian konflik lahan
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Penyelesaian Tumpang Tindih
Pemanfaatan Ruang

Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) 
digunakan untuk identifikasi lokasi
tumpang tindih pemanfaatan lahan

Pelaksanaan PPTKH dan
Reforma Agraria

Peta Tematik Indikatif Sumber TORA 
digunakan untuk memonitoring
pelaksanaan Reforma Agraria

Penyusunan RDTR untuk
Percepatan Perizinan Berusaha
dan Dukungan untuk OSSMasterplan Percepatan

Pembangunan  Ekonomi Kawasan 
di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019

Perbaikan Kualitas Rencana Tata Ruang
(RTRWP dan RTRWK) dan RZWP3K

Membantu proses verifikasitutupan sawit dalam
kawasan hutan

GEOPORTAL
KEBIJAKAN SATU PETA

Dukungan terhadap Stranas KPK 
Implementasi amanat Perpres No. 54/2018

Delineasi Wilayah dan
Penyusunan PITTI di IKN

Rencana Induk Pengembangan Kawasan 
BBK, Penguatan Konektivitas dan 

Logistik dalam Mendukung Industri di 
Koridor Ekonomi Jawa Bagian Utara

Penentuan Delineasi AOI                                                                      
Program Ketahanan Pangan Nasional 
di Kalteng, Sumsel dan Papua

DUKUNGAN DAN PEMANFAATAN PRODUK KEBIJAKAN SATU PETA 

TERHADAP KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pemetaan Kelapa Sawit dan Penyelesaian Tumpang
Tindih Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan
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URGENSI IGT DESA

8

Pasal 4 ayat (4) 

AMANAT PERCEPATAN BATAS DESA 

DALAM BATANG TUBUH PERPRES NO. 23 

TAHUN 2021

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan

percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000 dan

peta batas wilayah administrasi provinsi,

kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta

batas wilayah administrasi pengelolaan

sumber daya laut provinsi.”

No. Nama IGT
Target

Renaksi

1. Peta Batas Wilayah Administrasi

Kewenangan Pengelolaan Sumber

Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 

– 1:25.000

1a. B09 2021 tersedia peta kerja

indikatif Batas Kewenangan

Pengelolaan Sumber Daya Laut

Provinsi

1b. Integrasi B12 2021

2a. Pemutakhiran setiap B06 dan 

B12

2. Peta Batas Administrasi Provinsi, 

Peta Batas Administrasi

Kabupaten/Kota skala 1:50.000

Pemutakhiran B06 dan B12 setiap

tahun

3. Peta Batas Administrasi Desa/Desa

Adat dan Peta Batas Administrasi

Kelurahan minimal skala 1:10.000

Pemutakhiran B06 dan B12 setiap

tahun, dengan rincian:

Desa

2021 : 10 Provinsi

2022 : 12 Provinsi

2023 : 11 Provinsi

Kelurahan

2021 : 5 Provinsi

2022 : 13 Provinsi

2023 : 13 Provinsi

No. Nama Program Target Waktu Penyelesaian

1. Penyusunan Mekanisme dan Tata 

Kerja Peta Batas Kecamatan dan 

Kelurahan

Bulan Agustus (B08) 2021

TARGET RENAKSI IGT DALAM LAMPIRAN 

PERPRES NO. 23/2021
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Capaian Kompilasi Batas Administrasi Desa/Desa Adat

dan Peta Batas Administrasi Kelurahan

9

Status Perkembangan Kompilasi IGT Batas Administrasi Desa

(Status : Kompilasi Bulan April 2022)
Terkompilasi Sebagian

Belum Terkompilasi

Batas Desa yang 
sudah
ter-Kompilasi yakni:

1.084 dari 74.961 
Desa

- Catatan terhadap data batas desa, saat ini sudah terkompilasi 1084 Desa di 11 Provinsi. Masih

terdapat overlap data batas desa definitif sebanyak 109 Desa dengan jumlah total overlap 344 polygon.

Diperlukan pencermatan lebih lanjut terhadap kasus overlap tersebut.

- Belum adanya batas desa yang definitif menghambat proses RTRW yang berimplikasi pada

ketidakpastian perizinan

!

Rekapitulasi Batas Desa yang Terkompilasi

Update Kegiatan Kompilasi per 18 April 2022
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— Pasal 17 Angka 2, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

”Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana

tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas

tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur

dalam Peraturan Pemerintah”

yang mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (8)

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang

Pasal 17 Angka 2

Amanat PP 43/2021 dalam UU Cipta Kerja

Penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian selanjutnya disusun dengan

memperhatikan regulasi yang berlaku disetiap sektor, antara lain:

Rezim Kehutanan
UU No. 41/1999, PP No. 44/2004, PP No. 104/2015, Perpres No. 

88/2017 dan Permen LHK No.  P/44/Menhut-II/2012
01

Rezim Tata Ruang dan Pertanahan
UU No. 26/2007, UU No. 5/1960, PP No. 15/2010, PP No. 

40/1966 dan Perpres No. 86/201802

Rezim Kelautan
UU No. 32/2014, UU No. 1/2014 Jo. UU No. 27/2007, 

UU No. 17/2008, dan PP No. 32/201403
PP No. 43 Tahun 2021

tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, 

Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Disahkan dan berlaku

pada 2 Februari 2021
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Perpres 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 9/2016 tentang

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Kompilasi

 IGT Perencanaan

Wilayah

 IGT Status

 IGT Potensi

Integrasi

Proses 

Integrasi

Sinkronisasi

Tumpang

Tindih IGT

Peta Indikatif Tumpang

Tindih Antar IGT

(ditetapkan melalui

Kepmenko Bidang

Perekonomian)

Rekomendasi

(Amanat Perpres

23/2021)

Permenko Perekonomian

No. 2 Tahun 2019

Berbagi Pakai Data 

dan IG (JIGN)

PP43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 

Hutan, Izin dan/Atau Hak Atas Tanah 

PITTI

Ketidaksesuaian

Penetapan PITTI 

Ketidaksesuaian

(Kepmenko Perekonomian)

Hasil Telaah dan PITTI 

Ketidaksesuaian

Pola Penyelesaian

Ketidaksesuaian

Penyelesaian

Ketidaksesuaian

oleh K/L dan Pemda

Permenko Perekonomian No. 1 

Tahun 2021

PP 43/ 2021

(Rule Base)

Penyampaian Data IGT

Pembentuk PITTI oleh K/L 

dan Pemda

Monitoring dan Evaluasi

Kepmenko

- Perpres OMP

Kementerian/Lembaga & 

Pemerintah Daerah

KETERKAITAN PERPRES 23/2021 DENGAN PP 43/2021

Kementerian/Lembaga & 

Pemerintah Daerah
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URGENSI IGT BATAS DESA DALAM 

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN
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Diperlukan komitmen K/L/P dalam hal penyediaan Data Pembentuk

PITTI Ketidaksesuaian untuk turut serta mengurangi dan memitigasi

terjadinya konflik pemanfaatan ruang akibat tumpang tindih batas

daerah, tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah.

Amanat dalam Lampiran Permenko 1 tahun 2021 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan

Peta Indikatif Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa :

IGT Batas Administrasi Desa/Kelurahan menjadi salah satu

Data Pembentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan

Ruang
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1

3

Penyelesaian Batas DaerahPASAL 4 - 6

Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, 

Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan
PASAL 7 - 14

Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak

Pengelolaan, Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut
PASAL 15 - 18

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K 

dengan Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut
PASAL 19 - 22

Kelembagaan dan Tata KelolaPASAL 23

Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan PITTI paling lama 9 

(sembilan) bulan sejak PP 43/2021 berlaku
PASAL 24

Revisi RTRWP dilakukan dan ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak

Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK ditetapkan oleh Menteri

PASAL 9 ayat (1)

huruf a

Revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi yang 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak revisi RTRWP ditetapkan

PASAL 9 ayat (1)

huruf b
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PENYELESAIAN BATAS DAERAH
Pasal 4 – 6 pada PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, 

Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

14

Catatan : Batas Daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Permendagri

menjadi acuan penyelesaian Ketidaksesuaian

Batas Daerah

Batas Daerah telah ditetapkan
Batas Daerah belum ditetapkan, 

yang akan atau dalam proses revisi

Percepatan penyelesaian Batas Daerah 

oleh Kemendagri bersama Pemda dengan

hasil kesepakatan dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Mendagri

dan Pemda, dan selanjutnyan ditetapkan

oleh Mendagri dengan Permendagri

(Keseluruhan proses paling lama 5 bulan

sejak PP Berlaku)

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian

antara Batas Daerah yang telah

ditetapkan dengan RTRWP dan/atau

RTRWK

Dalam hal tidak sepakat dalam jangka

waktu paling lama 5 bulan sejak PP 

Berlaku, Mendagri memutuskan dan 

menetapkan penegasan Batas Daerah 

paling lama 1 (satu) bulan

Revisi RTRWP dan/atau RTRWK 

untuk disesuaikan dengan Batas 

Daerah yang telah ditetapkan, sejak

ketidaksesuaian RTRWP dan/atau

RTRWK dengan Batas Daerah 

ditetapkan oleh Menko

Pasal 5 Pasal 6

Contoh Kasus

1. Permendagri 98/2017: Batas Daerah 

Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera 

Selatan dengan Kab. Seluma Prov. 

Bengkulu

2. Permendagri 99/2017: Batas Daerah 

Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan 

dengan Kab. Seluma Prov. Bengkulu

3. Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 Kab. 

Seluma

Kondisi 1

Kondisi 2

Status Batas Indikatif

Status Batas Definitif

Keterangan

Batas Daerah telah ditetapkan, namun

terjadi ketidaksesuaian antara Batas Daerah 

yang telah ditetapkan dengan RTRWP 

dan/atau RTRWK di Provinsi Bengkulu

Batas Daerah belum ditetapkan

14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung belum ditetapkan Batas Daerah

antar Kabupaten/Kota nya.
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KAB/KOTA DAN IGT BATAS DESA 

15

• Penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan oleh PerBup/PerWali harus sinkron dengan batas desa berbatasan,

maupun batas kabupaten/kota dan provinsi yang sudah ada penetapan oleh Menteri Dalam Negeri.

• Penegasan dan penetapan batas desa harus memperhatikan cakupan wilayah pulau dan garis pantai.

Contoh Kasus 1 

Batas desa tidak sesuai dengan segmen batas

kabupaten/kota yang sudah definitif

Contoh Kasus 2

Batas desa tidak sesuai dengan segmen batas

kabupaten/kota yang belum ditegaskan (indikatif)
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ALUR INTEGRASI PEMETAAN BATAS DESA 

SECARA KOLABORATIF

Kegiatan LSM Kegiatan Perguruan

Tinggi (KKN)

Kegiatan Pihak

Swasta

Kementerian Dalam NegeriPemerintah Daerah

Sekretariat Tim PKSP

Penyampaian peta Batas 

Administrasi Desa/Kelurahan

Koordinasi Pelaksanaan

Keterangan:

Kegiatan pemetaan batas desa dapat dilakukan secara kolaboratif

dan harus mengikuti Standar Teknis Pemetaan dan Penyajian Data 

Peta Desa yang dibuat oleh BIG

Melakukan pemantauan kegiatan / Penyusunan peta batas Desa

dengan melibatkan Pemerintah Daerah

BIG

Melakukan proses penetapan dan penegasan batas desa sesuai

dengan ketentuan dan peraturan terkait mekanisme penetapan

wilayah Batas Desa

+

Melakukan Proses Kompilasi dan Integrasi yang sudah ada SK 

Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati (Peta sudah berstatus

definitif)

Melakukan Pembinaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan peta

batas desa

Melakukan penyampaian peta indikatif batas desa hasil peta partisipatif

kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri

Mendorong Percepatan Pemetaan Batas Desa secara Kolaboratif dan diperlukan peran aktif Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah

Daerah dalam Pemetaan Batas Desa yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak

Melakukan evaluasi kegiatan pembuatan/ penyusunan peta batas

desa
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Pasal 5 ayat (2) huruf(d) Perpres 23/2021

Renaksi padaPerpres 23/2021direvisi menjadi

Permenko 06/2021Tentang Renaksi PKSP

Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta (PKSP) menjadi Dasar 

untuk merancang Sistem E-Monev One Map 

Policy

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI KSP

17

Melaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap percepatan

pelaksanaan KSP”

Kementerian / Lembaga wajib melaporkan progress dalam Renaksi Permenko 6/2021 secara berkala

Selanjutnya progress ini akan dilaporkan kepada Presiden dalam Laporan Kebijakan Satu Peta setiap 6 bulan sekali.
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KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN

Terima Kasih
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan

Wilayah dan Tata Ruang

+62 21 3456714
tarukse.ekon@gmail.com / satupeta01@gmail.com

Gedung Pos Ibukota Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng

Utara No.1, Jakarta Pusat, 10710

@perekonomianri / @satupeta.id
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